
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

BUPATI BATANG, 
a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 330 

ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah bahwa, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan 
kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

b. bahwa agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 
yang mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, 
penatausahaan dan akuntasi pelaporan, pengawasan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan 
pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082); 
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Republik Indonesi~ : . Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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PEDOMAN PELAKSANAAN 
BELANJA DAERAH TAHUN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
ANGGARAN 2017. 

MEMUTUSKAN: 

llM 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Siste~ 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165 ) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A 
Nomor 1); 



4 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati dibantu oleh 
perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokoknya sebagai berikut: 
a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten 

Batang adalah pelaksana tugas dan fungsi koordinator pendapatan, 
administrasi pengelolaan keuangan daerah dan inventarisasi aset daerah; 

b. Organisasi Perangkat Daerah adalah pelaksana anggaran; 
c. Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang 

adalah pelaksana tugas dan fungsi pengendali kegiatan; 
d. Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang adalah 

pelaksana tugas dan fungsi monitoring serta evaluasi tujuan fungsional 
program; dan 

e. Inspektorat Kabupaten Batang adalah pelaksana tugas dan fungsi 
pengawasan. 

Pasal4 
Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, 
menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang. 

Pasal 3 
Dalam melaksanakan tugas Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati melimpahkan sebagian atau 
seluruh kekuasaannya kepada: 
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah; 
b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah; dan 
c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran. 

BAB II 
KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Pasal2 
Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan berkewajiban menyampaikan Pertanggungjawaban atas 
Pengelolaan Kewenangan tersebut kepada DPRD. 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2. Bupati adalah Bupati Batang. 
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang 

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batang sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

• I ] 
(!] . . BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR tJ& 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal !Alf Ot.Se...wtbe/1...2016 

Ditetapkan di Batang 

pada tanggal ZJl oe:sem,Be-~ 2016 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

BAB III 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 10 
Tata cara pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 

Pasal 9 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 8 
Untuk keperluan kelancaran pelayanan, Bupati dapat menunjuk bank lain 
sebagai bank penyalur. 

Pasal 7 
Penempatan rekening Kas umum Daerah pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang 
Ba tang. 

Kepala Organisasi Perangkat Daerah disamping sebagai Pengguna Anggaran juga 
sebagai Pengguna Barang/Jasa. 

•
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Pasal 6 

santoso
Typewritten text
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

JDIH
Typewritten text
BUPATI BATANG 

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LENOVO PC
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM 
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001  


